PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN

KERTAJATI AEROCITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengakselerasi pencapaian Visi Jawa Barat dengan

Mengingat :

1.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan struktur
perekonomian regional yang tangguh, perlu dilakukan upaya peningkatan
infrastruktur wilayah yang dapat menunjang kelancaran aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakat di Jawa Barat;

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah
diberikan peran dalam pembangunan dan pengembangan kebandarudaraan
guna meningkatkan jasa pelayanan kepada masyarakat, melalui penyediaan
infrastruktur transportasi udara untuk mendukung kegiatan sosial dan
ekonomi masyarakat dalam skala regional, nasional dan internasional;

bahwa dalam rangka pembangunan bandar udara, diperlukan
keterpaduan dengan rencana pembangunan infrastruktur wilayah lainnya,
termasuk pengembangan kawasan Kertajati Aerocity sebagai kawasan
perkotaan yang mendukung aktivitas kebandarudaraan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b

dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang
Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat
dan Kertajati Aerocity;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
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Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2002 tentang
Sertifikasi Operasi Bandar Udara;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana
Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3
Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 45);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah  Tahun 2010
Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75);
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAIJATI AEROCITY.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Aerocity adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat berbagai

aktivitas perkotaan yang saling mendukung dengan kegiatan bandar
udara.

Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
penyelenggaraan bandar wudara dan kegiatan lainnya dalam
melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan
ketertiban arus lalulintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau
pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan Daerah.

Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan
secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara
berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan
komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan
antar moda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan
keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan  sektor
pembangunan lainnya.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi,
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan
sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri
dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.

Bandar Udara Internasional Jawa Barat yang selanjutnya disebut BIJB
adalah Bandar Udara Internasional aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat
yang terletak di Kabupaten Majalengka.
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10. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut
KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di
sekitar bandar udara yang digunakan untuk Kkegiatan operasi
penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

11. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau
perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.

12. Rencana Induk Bandar Udara adalah pedoman pembangunan dan
pengembangan bandar udara yang mencakup keseluruhan kebutuhan
dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan
dan kegiatan penunjang penerbangan, dengan mempertimbangkan
aspek-aspek teknis, lingkungan, pertahanan keamanan, sosial budaya,
serta aspek-aspek terkait lainnya.

13. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha yang kegiatan
utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati Aerocity berasaskan
pemanfaatan ruang bagi semua pemangku kepentingan secara terpadu,
berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3
Maksud dan tujuan pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati
Aerocity adalah:
a. mendorong pengembangan wilayah pembangunan Ciayumajakuning
(Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan);
b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional berbasis potensi Daerah;
c. meningkatkan daya saing global Jawa Barat dalam rangka mendorong
percepatan pertumbuhan investasi;
d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi
udara; dan
e. meningkatkan investasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman,
dan perluasan lapangan kerja.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN
Pasal 4
(1) Pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati Aerocity meliputi
pembangunan bandar udara dan kawasan perkotaan, yang merupakan
upaya untuk mendukung terwujudnya Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Cirebon dan penataan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Koridor
Bandung-Cirebon, sebagai bagian dari kebijakan penataan ruang Provinsi
Jawa Barat.
(2) Pembangunan dan pengembangan BIJB dan Kertajati Aerocity
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan:
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